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Abstract 

 

Financing in Sharia Micro Financing Institutions (BMT) is dominated by certainty 

contracts, as it has less risk than syirkah contract like Mudharabah or Musyarakah based 

on Natural Uncertainty Contract (NUC). Implementation constraints syirkah contracts 

exist on both parties, financial institutions and clients. due to lack of financial reports, 

honesty and transparency of the client's business (asismetric information). The Client 

gives a business report if the results obtained are small or equivalent to the bank interest 

rate, but if the business profit is good, then the profit share must be high. This research is 

a qualitative descriptive analytical research, to see the implementation of syirkah 

contract on Sharia Micro Finance Institution (BMT) in Jepara Regency and its syariah 

compliance based on DSN-MUI fatwa. The results showed that BMT in Jepara regency 

can not fulfill the compliance of shariah contract of Natural Uncertanty Contract (NUC) 

due to high risk, human resource capability and low comprehension and lack of client's 

financial report. 

 

Keywords: Sharia Micro Financing Institutions; Natural Uncertainty Contract; Syirkah 

Contract 

Abstrak 

 

Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) masih didominasi akad yang 

memberikan kepastian hasil di muka (Natural Certainty Contract (NUC)), karena 

berisiko yang lebih kecil dibandingkan akad syirkah seperti Mudharabah atau 

Musyarakah yang berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC), dimana kepastian hasil 

dan risikonya tidak dapat ditentukan di muka. Kendala penerapan akad syirkah tidak 

hanya ada di pihak lembaga keuangan, di pihak nasabah (anggota) karena ketiadaan 

laporan keuangan yang baik, kejujuran dan transparansi bisnis nasabah/anggota 

(asismetric information). Nasabah (anggota) akan memberikan laporan usahanya secara 

jujur bila hasil yang didapat kecil atau ekuivalen dengan suku bunga perbankan, namun 

bila bisnis menghasilkan keuntungan besar, maka bagi hasil yang harus diberikan 

kepada lembaga keuangan akan menjadi besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif analitis, untuk melihat dengan objektif pelaksanaan akad syirkah pada 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Kabupaten Jepara dan kepatuhan 

syariahnya (sharia compliant) berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang akad syirkah. Hasil  

penelitian  ini menunjukkan bahwa BMT di Kabupaten Jepara belum bisa memenuhi 

prinsip-prinsip syariah dalam menerapkan akad syirkah berbasis Natural Uncertanty 

Contract (NUC) karena terkendala tingginya risiko, lemahnya SDM dan rendahnya 

pemahaman serta ketiadaan laporan keuangan yang standar dari anggota/nasabah.  
 

Kata kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Natural Uncertainty Contract; Akad 

Syirkah.  
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PENDAHULUAN 

Bagi hasil adalah ruh dari transaksi ekonomi dalam Islam, karena dengan bagi 

hasil tercermin keadilan, tercermin rasa saling percaya, tercermin saling 

menanggung risiko dan saling menikmati hasil bila sebuah proyek bisnis 

menghasilkan pendapatan atau laba dan saling berbagi risiko atas kerugian bisnis 

(natural uncertainty contract (NUC)) (Nouman & Ullah, 2014). Berbagi hasil 

(syirkah) berarti melibatkan dua pihak atau lebih untuk bergabung dalam satu 

ikatan yang didalamnya terdapat perjanjian untuk berbagi share atau modal, bisa 

satu pihak yang menjadi pemodal (shahibul maal) dan pihak lain menjadi 

pengelola (mudharrib) seperti yang terjadi pada akad mudharabah, atau dua pihak 

atau lebih saling berbagi modal (share) dengan prosentasi yang sama atau berbeda 

seperti yang terjadi pada akad musyarakah  (Karim, 2010) . 

Sampai saat ini, akad syirkah di lembaga keuangan syariah masih kecil 

porsinya dibandingkan dengan akad jual beli dalam bentuk Murabahah yang 

memberi kepastian hasil di depan (natural certainty contract (NCC)). Kendala 

yang sama dalam penerapan akad syirkah dirasakan di beberapa Negara seperti 

Malaysia (Rahman & Nor, 2016) dan  Banglades (Ahmed, t.th).  

Kendala syirkah tidak hanya di pihak lembaga keuangan, di pihak nasabah 

(anggota) pun menghadapi kendala yang besar. Ketiadaan laporan keuangan dan 

system pencatatan yang standar sesuai kaidah akuntansi juga menjadi kendala 

dalam akad syirkah, disamping kejujuran dan transparansi dari bisnis 

nasabah/anggota yang harus siap dipantau oleh lembaga keuangan setiap waktu. 

Kendala akad syirkah lainnya yang ditemukan oleh (Hamidah & Yandono, 2016) 

adalah kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman nasabah akan akad syirkah, 

nasabah masih menganggap bagi hasil sama dengan bunga. 

Nasabah (anggota) akan mudah memberikan laporan usahanya bila hasil 

yang didapat kecil atau masih setara dengan bunga bank umum atau dibawah 

ekuivalen bunga bank yang berlaku, namun bila bisnis menghasilkan keuntungan 

yang besar, maka bagi hasil yang harus diberikan kepada lembaga keuangan akan 

menjadi besar bahkan bisa berkali lipat dari pada bunga bank yang berlaku 

(Nouman & Ullah, 2014). Hal ini menjadi kendala tersendiri pelaksanaan akad 
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syirkah di lapangan. Maka perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaannya 

masih didominasi akad Murabahah, seperti terlihat pada data diterbitkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah per Juni 2015 

(OJK, 2015), berikut : 

 

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

(Per Juni 2015) 

 

Akad Jumlah (milliar 

rupiah) 

Prosentase (%) 

Mudharabah 14.906 7,31 

Musyarakah 54.088 26,53 

Murabahah 117.777 57,76 

Salam 0 0 

Istishna’ 670 0,33 

Ijarah 11.561 5,67 

Qardh 4.988 2,45 

Lainnya 0 0 

Total 203.894 100 

Sumber : (OJK, 2015) data diolah 

 

Data di atas menunjukkan bahwa akad Murabahah yang memberikan 

kepastian hasil di depan sangat dominan (57,76%) dibandingkan akad bagi hasil 

yaitu Mudharabah yang hanya 7,31% dan Musyarakah sebesar 26,53%. 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum bank (BPRS), 

komposisi pembiayaannya sampai saat ini masih didominasi pembiayaan 

Murabahah seperti terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2 : Komposisi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

(per Juni 2015) 

Akad Jumlah (juta 

rupiah) 

Prosentase (%) 

Mudharabah 158.936 2,86 

   

Musyarakah 613.206 11,03 

Murabahah 4.367.727 78,53 

Salam 16 0,00 

Istishna’ 11.772 0,21 

Ijarah 6.554 0,12 

Qardh 115.858 2,08 

Lainnya 287.629 5,12 

Total 5.561.698 100 

Sumber : (OJK, 2015) data diolah 
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Dari data di atas nampak bahwa pembiayaan Murabahah mendominasi akad 

pembiayaan sampai 78,53% di atas porsi bank umum untuk akad Murabahah, 

akad Mudharabah hanya 2,86%, Musyarakah 11.03%, akad Salam, Istishna’ 

Ijarah dan lainnya menunjukkan porsi yang kecil. Artinya akad pembiayaan 

masih dominan Murabahah, karena memberikan kepastian hasil di muka dengan 

risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad berbasis syirkah seperti 

Mudharabah dan Musyarakah. 

Akad Syirkah pada lembaga keuangan syariah bukan persoalan yang mudah 

diaplikasikan, karena akad bagi hasil menuntut para pihak untuk memiliki 

integritas tinggi dan rekam jejak yang teruji agar dapat  melaksanakan akad 

syirkah (bagi hasil) dengan baik. Penerapan akad syirkah di pihak lembaga 

keuangan terkendala risiko yang harus ditanggung, karena risiko secara otomatis 

akan ditanggung pihak pemilik dana (shohibul maal), hal ini sesuai dengan studi 

yang dilakukan oleh (Febianto, 2012). Maka akad syirkah yang selama ini 

dijalankan oleh lembaga keuangan seperti perbankan pun tidak murni bagi hasil 

sebagaimana konsepnya. Namun demikian akad syirkah berpotensi dikembangkan 

di masa depan untuk mengeliminir pelanggaran pada prinsip syariah dan keadilan 

antara shohibul maal dan mudharrib. (Rahman & Nor, 2016). 

Maka Allah SWT telah mengingatkan tentang potensi ketidak jujuran para 

pihak yang melaksanakan syirkah dengan firmanNya dalam Al Qur’an Surat 

Shaad ayat 24:  

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 

bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. 

 

Pada ayat di atas, jelas-jelas disebutkan bahwa orang-orang yang berserikat 

(bersyirkah) itu cenderung untuk berbuat zalim diantara mereka, sedangkan yang 

jujur dan berintegritas jumlahnya sangat sedikit, yaitu orang-orang yang kredibel 

dan professional (beriman dan beramal sholeh). Inilah pesan Allah dalam 
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bersyirkah kepada kita untuk kita ambil ibrahnya. Ayat tersebut memberikan 

pesan kepada seluruh pelaku kerjasama (partnership); bahwa potensi untuk 

curang antar partner sangat tinggi. Maka dalam partnership harus didasarkan pada 

akuntabilitas antar partner agar potensi asimetris informasi dapat direduksi. 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai segmen utama dari 

lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di Kabupaten Jepara, pada umumnya 

tidak memiliki laporan keuangan dan catatan transaksi yang memadai dari aspek 

kesesuaian terhadap kaidah akuntansi. UMKM di Kabupaten Jepara dikelola 

secara tradisional dan merupakan bisnis keluarga. Usaha seperti ini akan 

terkendala bila dilakukan pembiayaan menggunakan akad syirkah baik 

mudharabah maupun musyarakah. Kendala pelaksanaan akad syirkah akan 

terlihat bagaimana mekanisme penentuan nisbahnya, berdasarkan apa penentuan 

nisbah bagi hasil tersebut, dan bagaimana cara menghitungnya serta bagaimana 

pembayaran bagi hasilnya. Sebab bila hanya didasarkan pada pengakuan nasabah 

atau anggota saja, sudah dapat dipastikan bahwa syirkah belum dilaksanakan 

dengan sempurna, bila dasarnya adalah keuntungan yang diharapkan oleh 

lembaga keuangan adalah margin atau standar margin murabahah secara umum, 

maka berapa nisbah yang diberlakukan kepada nasabah atau anggota yang satu 

dengan anggota lainnya, apakah disama ratakan ataukah ada perbedaan 

pemberlakuan. Hal ini menarik untuk dicermati dan dilakukan penelitian 

(Hamidah & Yandono, 2016). 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) yang ada di Kabupaten Jepara 

sebagian besar akad pembiayaannya adalah murabahah, namun dengan porsi yang 

beragam di berbagai BMT masih ada pembiayaan dalam bentuk syirkah, yaitu 

mudharabah dan musyarakah. Akad syirkah di lembaga keuangan mikro syariah 

(BMT) menarik untuk diteliti, karena dengan anggota yang sebagian besar adalah 

usaha mikro dan kecil, bagaimana pelaksanaannya dan kepatuhannya terhadap 

prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Kepatuhan Syariah (Sharia Complience) adalah wujud praktis operasional 

lembaga keuangan syariah terhadap kaidah syariah yang bersumber dari Al 
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Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dari sumber utama hukum Islam 

tersebut, para ulama menerjemahkannya dalam bentuk fiqh yang merupakan hasil 

Ijtihad, dengan didukung sumber hukum Islam sekunder lain seperti Ijma’ dan 

Qiyas dari masa ke masa. Fiqh Muamalah sebagai produk Ijtihad para ulama 

berkembang sesuai jaman waktu dan keadaan. Perkembangan perbankan dan 

lembaga keuangan syariah kontemporer saat ini pun membutuhkan Ijtihad 

Ulama’. Di Indonesia otoritas ijtihad tersebut diberikan kepada DSN-MUI. 

Syirkah atau syarikah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana 

pihak yang satu sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan pihak yang lain sebagai 

pengelola (mudharrib) atau kedua belah pihak atau lebih bersama-sama saling 

sharing modal dan sharing pengelolaan. Karakter utama dari syirkah adalah 

kepastian hasil tidak dapat ditentukan di muka dimana kemungkinan hasil maupun 

risikonya ditanggung bersama. Dalam berbagai literatur, akad ini disebut dengan 

NUC (natural uncertainty contract). Menurut (Karim, 2010), kontrak jenis ini 

cash flow dan timing-nya tidak pasti karena sangat bergantung pada hasil 

investasi. Tingkat return investasinya bisa positif, negative atau nol (not fixed and 

not predetermined). Menurut (Rivai, 2010), ada dua jenis syirkah yang lazim 

dipakai sebagai sarana kerjasama atau partnership yaitu shirkah al-milk (tanpa 

kontrak) dan shirkah al-uqud (dengan kontrak). Shirkah milik mengatur 

kepemilikan asset atau usaha antara dua orang atau lebih tanpa harus mengikatkan 

diri dalam perjanjian formal, shirkah al-uqud (kerja sama kontraktual) dimana 

kerjasama ini terikat dengan kontrak yang telah dibuat untuk investasi pada bisnis 

tertentu dengan berbagi keuntungan dan risiko secara bersama sesuai porsi 

kepemilikan atau sesuai kesepakatan antar mereka.  

Menurut (Bank Indonesia, 2007), Akad Mudharabah adalah Kerjasama 

usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana 

(mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, 

sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal. Akad Mudharabah 

didasarkan pada  (Fatwa No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Mudharabah). Akad 

Musyarakah adalah Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
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ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati 

sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi 

modal yang disertakan dalam usaha. Akad Musyarakah didasarkan pada (Fatwa 

No:08/DSNMUI/ IV/2000 tentang Musyarakah) tentang Pembiayaan 

Musyarakah. Dari bermacam bentuk shirkah, lembaga keuangan mikro syariah 

sampai saat ini hanya memakai akad Mudharabah dan Musyarakah seperti 

kebanyakan di perbankan syariah pada umumnya. 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT dengan badan hukum Koperasi 

harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana perbankan. Tugas 

dan fungsi DPS di BMT tidak berbeda dengan di perbankan. Regulasi tentang 

DPS di BMT sebagaimana diatur dalam  (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 

NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 ). Sesuai dengan Permenkop UKM, Dewan 

Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yangbersangkutan 

berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli 

dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada 

koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau 

penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. 

Peraturan (Bank Indonesia, PBI Nomor 11/33/PBI/2009) menjelaskan 

bahwa Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran 

kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip 

Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan 

syariah sangat penting. DPS dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas 

syariah bertanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah 

baku dalam fiqh muamalah dan Fatwa DSN MUI atas produk-produk atau akad 

yang terdapat pada lembaga keuangan syariah tersebut. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Madjid, 2011); mengkritisi 

aplikasi syrikah pada perbankan syariah; Bank syariah di Indonesia semuanya 

menerapkan nisbah bagi hasil tidak beda dengan bunga bank konvensional. 

(Nouman & Ullah, 2014), menyatakan; praktek bank syariah mengaplikasikan 

syirkah/partnership hanya pada produk simpanan saja namun jarang memakainya 

pada akad pembiayaan/investasi. (Shaikh, 2011); syirkah mudharabah pada 
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perbankan syariah terkendala pada problem agensi dan moral hazard. (Meutia, 

2016); menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara bunga dengan 

bagi hasil tabungan mudharabah. (Aziz, Anjam, Fahim, & Saleem, 2013); 

mengkritisi bahwa ayat-ayat Al Quran dan Hadist yang dipakai untuk 

melegitimasi praktek Mudharabah pada perbankan dan keuangan Islam saat ini 

tidak relevan dan tidak dapat digunakan sebagai alat validasi. (Arshad & Ismail, 

2011) bahkan menyatakan bahwa; secara umum bank syariah tidak berbeda 

dengan bank konvensional. Penelitian tersebut mengkritisi praktek syirkah pada 

perbankan syariah baik di Indonesia maupun di Negara lain, namun objeknya 

adalah Perbankan Syariah yang memiliki karekteristik sama dengan Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah (LKMS) namun LKMS memiliki keunikan tersendiri 

dibandingkan dengan perbankan syariah. Kelemahan lain dari penelitian terdahulu 

adlah belum membahas tentang shariah compliance secara kritis dan mendalam 

berdasarkan pendapat para Ulama dan fatwa Dewan Syariah (Shariah Board) di 

Negara tempat objek penelitian maupun di Indonesia. Maka penelitian tentang 

Shariah Complience berbasis NUC akad Syirkah pada Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah menjadi gap yang menarik untuk diungkap. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat  kualitatif 

deskriptif analitis. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan 

berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi 

dalam lingkup setempat (Miles & Huberman, 1992).. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan content analysis untuk membaca dan memahami data bukan hanya 

sebagai serangkaian peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk 

mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh 

pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan.  

Content analysis selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, 

pendekatan sistematis dan generalisasi (Bungin, 2007). Pendekatan content 

analisis ini untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan syariah akad syirkah 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (BMT) di Kabupaten Jepara Jawa Tengah.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepatuhan Syariah (Shariah Complience) pada lembaga keuangan mikro syariah 

adalah hal substantive. Pada kenyataan, temuan di lapangan menunjukkan banyak 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/BMT di Kabupaten 

Jepara tidak melakukan secara baik sebagaimana tuntutan fiqh muamalah dan 

fatwa DSN-MUI. Sebagian besar KSPPS di Kabupaten Jepara lebih 

mementingkan aspek bisnis daripada kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah baik 

akad yang berbasis Natural Certainty Contract (NCC) maupun yang berbasis 

Natural Uncertainty Contract (NUC) hanya sebatas pengetahuan para pimpinan 

lembaga, sedangkan karyawan dan anggota/nasabah tidak memahaminya dengan 

baik dan belum mendapatkan edukasi yang cukup. Akad-akad seperti Murabahah 

yang mendominasi akad pembiayaan  LKMS di Kabupaten Jepara tidak dipahami 

secara baik oleh karyawan KSPPS/BMT. Hal ini tercermin dari pola jual beli yang 

dilakukan antara KSPPS dengan anggota/nasabahnya dengan tidak mematuhi 

rambu-rambu fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.  

Untuk melihat bagaimana LKMS di Kabupaten Jepara menjalankan syirkah, 

berikut ini adalah rincian proses dari awal hingga akhir pelaksanaan operasional 

sebuah akad aplikasikan oleh KSPPS (BMT) di Kabupaten Jepara. 

 

Proses Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Bagi Hasil  

Di Kabupaten Jepara berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, Koperasi 

sampai akhir 2016 berjumlah 488 Koperasi, baik yang aktif maupun yang tidak 

aktif. Dari jumlah tersebut masih banyak Koperasi yang dahulunya aktif namun 

saat ini sudah tidak aktif. Fenomena keberadaan BMT yang marak dalam 10 tahun 

belakangan ini menjadi hal yang menarik bagi Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Jepara. Karena saat ini Koperasi syariah atau BMT lah yang paling 

aktif melayani masyarkat dan keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat, sedangkan Koperasi konvensional yang pada masa lalu difasilitasi 

Pemerintah dengan berbagai skim bantuan, saat ini kebanyakan sudah tidak 

dikenal keberadaannya. Koperasi Syariah atau dikenal dengan BMT di Kabupaten 

Jepara menurut sumber dari Dinas Koperasi dan UKM tidak dapat dipastikan 
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jumlahnya, namun diperkirakan berjumlah lima puluhan. Ketidakpastian jumlah 

ini karena regulasi dari Kemenkop & UKM yang mengharuskan semua Koperasi 

Syariah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) 

sampai saat ini belum semua BMT bias melaksanakannya. Sebagaian BMT masih 

memakai nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebagian lagi telah 

merubah Anggaran Dasarnya menjadi KSPPS sesuai regulasi terbaru. 

Hasil penelitian ini menjadi menarik karena  dari semua BMT di Kabupaten 

Jepara yang disurvey, tidak semua BMT beroperasi secara syariah. Ada BMT 

yang tidak syariah dan diakui oleh Pengurus, Manajer dan Karyawannya. BMT 

yang tidak syariah tersebut tidak memiliki akad yang spesifik pada produk 

penghimpunan dananya. Produk penghimpunan dana berakad Wadiah namun 

prakteknya adalah bunga murni. Produk pembiayaannya akadnya hanya ada satu 

Murabahah atau Bai’ Bistaman Ajil (BBA), namun ketika didalami,  praktek dari 

akad tersebut adalah murni bunga yang diganti nama dengan margin atau bagi 

hasil. BMT jenis ini struktur organisasinya tidak berjalan secara baik dan tidak 

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana tuntutan regulasi pada 

KSPPS.  

BMT/KSPPS yang tidak syariah ini hanya bermotif bisnis yang dikelabuhi 

embel-embel syariah agar masyarakat mengenal dan melihatnya lembaga tersebut 

adalah lembaga syariah yang Islamy. Hal ini dilakukan karena melihat 

karakteristik masyarakat di Kabupaten Jepara yang tradisional religious sehingga 

harus disajikan lembaga keuangan yang berbungkus syariah Islam. Ceruk pasar 

masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha mikro dan kecil (UMKM) 

sangat besar dengan permintaan pasar yang tinggi. Karena sebagian besar 

masyarakat Kabupaten Jepara memiliki usaha mebel yang menjadi ikon 

Kabupaten Jepara di tingkat Nasional maupun internasional. UMKM mebel ini 

unbankable (tidak layak mendapatkan pembiayaan dari perbankan), sehingga 

sebagian besar dari mereka harus berurusan dengan lembaga keuangan non bank 

seperti BMT/KSPPS untuk memenuhi kebutuhan modalnya. 

BMT yang menerapkan akad syirkah atau berbasis Natural Uncertainty 

Contract (NUC) sangat sedikit bahkan dari jumlah BMT yang ada, yang 
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menerapkan akad syirkah pada pembiayaannya kurang dari lima BMT di seluruh 

Kabupaten Jepara dengan alasan risiko dan sulitnya penerapan akad syirkah. Dari 

sedikit BMT yang memakai akad syrirkah tersebut, ada beberapa catatan 

penerapan akadnya. 

Akad syirkah yang digunakan oleh BMT  di Kabupaten Jepara didasari atas 

perkenalan yang sudah lama terjalin antara BMT yang diwakili oleh Manajernya 

dengan anggota/nasabah. Jadi dasar diputuskannya bahwa anggota/nasabah layak 

menjadi mitra syirkah karena alasan; pertama loyalitas; hanya anggota yang 

dikenal sangat baik yang bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan akad 

Mudharabah atau Musyarakah, anggota tersebut biasanaya telah lama dikenal dan 

telah berkali-kali melakukan akad dengan BMT. Kedua; Track record atau rekam 

jejak; pembiayaan yang telah dilakukan berulang kali oleh anggota melahirkan 

rekam jejak yang baik atau sebaliknya, hanya anggota yang punya rekam jejak 

yang baik yang dapat memiliki akses pembiayaan syirkah. Ketiga; Jaminan yang 

aman. Jaminan yang aman biasanya berwujud BPKB mobil atau motor. Ada pula 

jaminan sertipikat tanah walaupun tanpa pengikatan agunan secara notariat. Hal 

ini karena rekam jejak dan loyalitas dari anggota yang telah teruji, sehingga BMT 

berani menerima jaminan sertipikat tanpa pengikatan notariat. 

Penentuan bagi hasil dilakukan dengan cara menganalisis kelayakan bisnis 

anggota/nasabah. Pemenentuan nisbah bagi hasil didaari atas;  expected return 

atau keuntungan yang diharapakan oleh BMT dan kesediaan anggota/nasabah 

pada nisbah yang diharapkan BMT atau yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Cotohnya anggota yang mengajukan pembiayaan dengan nominal dua puluh juta, 

berdasarkan hasil survey atas usaha anggota, keuntungannya adalah dua juta. Bila 

BMT mengharapkan keuntungan lima ratus ribu rupiah, maka nisbahnya adalah 

25% untuk BMT : 75 untuk anggota/ nasabah. Nisbah tersebut kemudian 

dituangkan pada akad pembiayaan. Dalam akad, selain tertuang nisbah juga 

tercantum nominal rupiah bagi hasil yang semestinya dibayarkan oleh 

anggota/nasabah setiap bulannya berdasarkan perkiraan atau forecasting dari 

BMT. Namun pada prakteknya anggota tidak mengenal nisbah dalam bentuk 

prosentasi dari keuntungan yang didapat setiap bulan atau peridoenya. 
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Anggota/nasabah hanya tahu bahwa mereka harus membayar secara flat per 

bulannya (dalam ilustrasi ini) 2,5% dari pokok. Anggota/nasabah tidak peduli 

dengan keuntungan yang didapatnya setiap bulannya, angota akan mengangsur 

atau melunasi seduai perkiraan yang dituangkan di akad dalam bentuk nominal. 

 

Monitoring Pembiayaan  

Pembiayaan syirkah dengan basis natural uncertainty contract (NUC) 

memiliki karakteristik berbeda dengan pembiayaan dengan kepastian hasil di 

muka atau natural certainty contract (NCC) seperti akad Murabahah, Ijarah, 

Salam dan Istishna’, karena bagi hasil seharusnya tidak dibayarkan oleh 

anggota/nasabah secara flat setiap bulannya, tapi sesuai hasil riil yang didapatkan 

oleh anggota/nasabah berdasarkan laporan keuangan bulanannya. Maka dari itu 

semestinya diperlukan monitoring usaha secara intensif dan rutin agar akad bagi 

hasil ini tidak merugikan kedua belah pihak. Keterbatasan anggota/nasabah dalam 

administrasi keuangannya dapat ditutupi melalui pembinaan anggota/nasabah. 

Namun ini semua tidak dilakukan oleh BMT di Kabupaten Jepara. 

Anggota/nasabah dengan akad syirkah di Kabupaten Jepara tidak memiliki 

laporan keuangan yang cukup dan standar sehingga perkembangan bisnis dapat 

terlapor dengan baik dan risiko asimetris informasi (asimetric information) dapat 

direduksi atau dihindari. Kunjungan rutin baik bulanan ataupun kunjungan 

terjadwal lainnya tidak dilakukan oleh pihak BMT, sehingga anggota/nasabah 

hanya tahu kewajibannya per bulan mengangsur dengan jumlah pokok tertentu 

dengan bagi hasil tertentu sesuai yang tercantum di akad pembiayaan yang 

notabene hanya didasarkan pada jumlah pokok pembiyaan dan margin bagi hasil 

sebagaimana margin Murabahah atau pembiayaan berbasis NCC lainnya. 

Keterbatasan SDM BMT juga menjadi kendala monitoring pembiayaan 

syirkah. SDM BMT di Kabupaten Jepara sangat terbatas kemampuannya dalam 

memahami laporan keuangan karena latar belakang pendidikannya yang berasal 

dari Fakultas dan Jurusan yang beragam, bahkan sebagiannya masih 

berpendidikan SLTA sederajat. Karyawan yang ditempatkan di lapangan pada 

umumnya telah terbebani beban kerja rutin harian berupa menarik tabungan dan 
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angsuran yang bersifat harian di pasar-pasar tradisional, sehingga nyaris seluruh 

waktunya hanya tersita untuk melakukan kerja rutin model angsuran dan tabungan 

harian ini. 

 

Kepatuhan Syariah (Sharia Complience) akad  Natural Uncertainty Contract 

(NUC) BMT di Kabupaten Jepara. 

Akad syirkah yang dijalankan BMT di Kabupaten Jepara pada dasarnya 

berpedoman pada fatwa DSN-MUI tentang syirkah yaitu akad Mudharabah dan 

Musyarakah. Maka dalam penilaian kepatuhan syariah atas akad syirkah yang 

dilakukan oleh BMT di Kabupaten Jepara, standar kepatuhannya adalah fatwa 

DSN-MUI.  

Akad Mudharabah didasarkan pada fatwa No: 07/DSNMUI/ IV/2000) 

tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), sedangkan akad Musyarakah 

didasarkan pada fatwa No: 08/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan 

Musyarakah. Salah satu rukun dari syirkah yang harus dipenuhi menurut fatwa 

tersebut adalah tentang pembagian keuntungan yang secara eksplisit disebutkan 

bahwa: Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 

dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: pertama; harus 

diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu 

pihak. Kedua; bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi 

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 

kesepakatan. Ketiga; penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali 

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

Untuk memenuhi ketentuan rukun seperti dalam fatwa tersebut, BMT di 

Kabupaten Jepara terkendala dengan hal berikut; pertama risiko kerugian yang 

menjadi tanggung jawab BMT sebagai lembaga intermediare. Sebagai lembaga 

pemegang amanah dana nasabah/anggota untuk disalurkan kepada 

anggota/nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan, BMT harus realistis bahwa 

risiko harus dapat diminimalisir dengan agunan yang cukup dan kelayakan usaha 
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yang baik (capacity) serta karakter anggota/nasabah harus benar-benar kredibel. 

BMT tidak mau menanggung risiko yang lebih tinggi. Maka dari itu BMT di 

Kabupaten Jepara hanya sedikit sekali yang mampu dan berani menggunakan 

akad syirkah. Kedua kemampuan SDM BMT dalam memahami akad syirkah dan 

mengaplikasikannya sesuai fatwa sangat rendah. SDM BMT yang berada di 

lapangan dan berhadapan langsung dengan angota/nasabah tidak mendapatkan 

pelatihan yang cukup tentang akad syirkah dan seluk beluk risiko bisnis. Sehingga 

para Account Officernya (AO) kebanyakan tidak faham tentang bagi hasil, cara 

menganalisa kelayakan bisnis yang baik dan manajemen risiko yang baik. 

Akhirnya para karyawan tersebut hanya sekedar menjalankan aktivitas rutin 

seperti menarik tabungan dan angsuran yang bersifat harian di pasar-pasar 

tradisional dari pagi sampai sore. Ketiga tidak adanya laporan keuangan yang 

memadai dari anggota/nasabah sesuai standar akuntansi yang baku. Bisnis 

anggota yang sebagian besar adalah bisnis mikro tidak memungkinkan pencatatan 

transaksi yang baik apalagi sesuai standar kaidah akuntansi. Bahkan sekedar 

laporan penjualan saja sebagian besar dari mereka belum memilikinya. Untuk 

menyederhanakan hal tersebut maka BMT melakukan business forecasting 

(peramalan bisnis) kemudian dituangkan ke dalam akad dalam bentuk nisbah dan 

perkiraan angsuran dalam bentuk nominal rupiahnya. Namun pada prekteknya 

perkiraan angsuran dalam bentuk nominal rupiah inilah yang dipakai kedua belah 

pihak baik BMT maupun anggota/nasabah. 

Beberapa catatan penting tentang kepatuhan syariah akad syirkah BMT di 

Kabupaten Jepara selain kendala-kendala di atas adalah: 

a. Ada beberapa model kepengurusan BMT di Kabupaten Jepara; yang 

pertama pengurus yang aktif terlibat dalam operasional sehari-hari BMT. 

Pengurus dengan model ini sekaligus sebagai pengelola. Pengurus model ini 

mengetahui seluk-beluk akad baik akad berbasis NUC maupun akad NCC, 

kedua pengurus pasif yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang 

operasional BMT dan akad-akad yang dijalankan BMT. Pengurus model ini 

hanya menyerahkan sepenuhnya kepada manajer BMT. 
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b. Anggota dewan syariah  BMT di Kabupaten Jepara umumnya tidak aktif 

terlibat dalam pembuatan produk maupun akad baik dari proses awal 

munculnya produk sampai bagaiman produk tersebut dijalankan, tidak 

memiliki S.O.P cukup untuk mengawasi produk yang dijalankan BMT. DPS 

tidak pernah hadir di Kantor untuk rapat atau mengadakan pengawasan atas 

jalannya akad dan semua aspek operasional BMT. DPS hanya hadir saat 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk menyampaikan laporan pertanggung 

jawaban yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh Manajer BMT, laporan 

tersebut dibacakan di forum RAT untuk dilegalkan menjadi keputusan RAT. 

Tidak semua BMT demikian, ada BMT yang tergabung dalam Asosiasi 

Koperasi Warga NU (ASKOWANU), dewan pengawas syariah benar-benar 

memberikan solusi akad untuk digunakan BMT. Akad-akad tersebut tidak 

terdapat dalam fatwa DSN-MUI, namun sangat efektif digunakan dalam 

operasional sehari-hari. 

c. Manajer adalah ujung tombak operasional BMT di kabupaten Jepara. 

Manajerlah yang memamhi seluruh aspek operasional BMT baik dari aspek 

syariah maupun aspek operasional lainnya. Namun terdapat beberapa BMT 

yang manajernya belum memahami aspek syariah secara mendalam. 

d. Karyawan BMT di kabupaten Jepara pada umumnya mengikuti instruksi 

kerja atasannya dalam hal ini manajer. Pemahaman mereka akan akad dan 

aspek syariah masih lemah, namun beberapa BMT karyawannya punya 

pemahaman syariah dan akad yang baik. 

e. Anggota/nasabah BMT pada umumnya tidak mempedulikan akad yang 

dipakai atau ditandatanganinya. Mereka hanya tahu pinjam/pembiayaan 

berapa dengan bagi hasil/margin berapa. Bagi mereka yang penting 

pembiayaan bisa cair dengan kemudahan yang didapatkan dari BMT tanpa 

proses yang ruwet sebagaimana bank. 

 

PENUTUP  

BMT di Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Akad syirkah yang berbasis 

Natural Uncertanty Contract (NUC) sesuai fatwa DSN-MUI terkendal; pertama; 
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tingginya risiko yang harus ditanggung oleh BMT; kedua; rendahnya kemampuan 

SDM BMT, dan ketiga; ketiadaan laporan keuangan angota/nasabah yang standar, 

sehingga akad syirkah sulit dijalankan secara tepat. 

Saran untuk pelaku BMT di Kabupaten Jepara dan di tempat lain di 

Indonesia untuk memakai akad lain yang sesuai dengan kebutuhan BMT yang 

tidak bertentangan dengan kaidah syariah dan fatwa DSN-MUI. Bila akad yang 

dipakai dari ijtihad DPS BMT dan belum memiliki fatwa DSN-MUI. Maka DPS 

dapat meminta fatwa DSN-MUI agar menerbitkan fatwa sesuai dengan kebutuhan 

dan hasil ijtihad DPS dengan berkonsultasi dan berdiskusi dengan DSN-MUI.  
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